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`` 
BUPATI BANYUWANGI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  5  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUWANGI 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai 
kewenangannya mempunyai kewajiban dalam membina 
dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga 
masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang 
berkualitas; 

b.  bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan menjamin 
pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu 
pendidikan serta mengembangkan potensi diri melalui 
pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, budaya dan 
kemajemukan suku serta adat istiadat daerah; 

c.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) 
huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,  
Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengelola 
sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan 
serta menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan 
sesuai kewenangannya; 

d.  bahwa bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf 
a, b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4941); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

Dan 

BUPATI BANYUWANGI 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN  

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.  Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2.  Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 
3.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
4.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 
5.  Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 
6.  Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur 

masyarakat yang peduli pendidikan. 
7.  Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali 

peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli 
pendidikan. 
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8.  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

9.  Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan 
pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
atau masyarakat. 

10. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem 
pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat 
pendidikan. 

11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 
konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 
sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 
pendidikan. 

12. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-
pindah. 

13. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan 
pendidikan. 

14.  Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 
terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 

17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan. 

18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu. 

19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan 
jenis pendidikan tertentu. 

20 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

 
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan 
pendidikan pada: 
a.  pendidikan anak usia dini; 
b.  pendidikan dasar; dan  
c. pendidikan menengah. 
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BAB III 
VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN 

Pasal 3 
 

Visi Pendidikan Daerah adalah Pendidikan yang berkualitas, berbudaya, 
berkebangsaan, berwawasan global, dan terjangkau masyarakat. 

 
Pasal 4 

 
Misi Pendidikan Daerah adalah: 
a.  mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan 

pendidikan di Daerah memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau, 
sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang mempunyai daya saing tinggi; 

b.  menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan 
spiritual; 

c.  menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; 
d.  menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif; 
e. mengantisipasi dan menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat 

merusak citra pendidikan; 
f.  menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; 
g.  membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial 

dengan memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan 
ketaqwaan. 

 
Pasal 5 

 
Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan 
berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi 
masyarakat. 

 
Pasal 6 

 
Tujuan penyelenggaraan pendidikan Daerah adalah menjamin keberlangsungan 
proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis 
serta bertanggungjawab. 
 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL 

Bagian Kesatu 
 Pendidikan Anak Usia Dini  
 

Paragraf 1 
Fungsi dan Tujuan 

Pasal 7 
 

(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 
perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 
selanjutnya. 

 


